
SALINAN

BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 13 TAHUN 2AL2

TENTANG

TATANASI(AHDINASDILINGKUNGANPEMERINTAH
I(ABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang:a.bahwauntuktatatertibadministrasidanpenyeragaman
sistem administrasi perkantoran di tingkungan Pemerintah

Kabupaten Balangan sesuai dengan perkembangan

pemerintah dan femUangunan' perlu ditetapkan Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Balangan;

Mengingat

b.bahwaberdasarkanPeraturanMenteriDalamNegeriNomor
54Tahun2oogtentangTataNaskahDinasdiLingkungan
Pemerintah Daerah, dalam Pasal 78 ayat (1) disebutkan

bahwa penyelenggaraan naskah dinas dilingkungan

pemerint"h d.b;p;ien diatur lebih ianjut dengan peraturan

BuPati;

c. bahwa berd'asarkan pertimbangan sebagaimana di maksud

pada fr.rt*rf 
.-t- 

i""' huruf b' perlu 
-ditetapkan 

dengan

Peraturar. errp*ti i""t^t'g Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

pembentrrr.*rr--frrbupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten

Balangan Oi prouin'iK*li*''ntan Seiatan (Lembaran Negara

Republik tnaonesia Tahun 2003 Nomor 22' Tambahan

Lembara" N;;;;;Republik Indonesia Nornor a265\;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2oo4

Nomor 125, Tambaha" 
---il*uaran Neeara Republik

Indonesia Nomor 4+37\' sebagaimana' telah diubah

beberapa kali, terakhir deng*t' UiA"og-Undang Nomor 12

Tahun 2o0g tentang p"ritu"rr"., KeEua Atas undang-

Undang Nolor 32 iahun 2OA4 tentang Pemerintahan



MenetaPkan :

Daerah(LembaranNegaraRepubiiklnd.onesiaTahun2003
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a8a$;

3.PeraturanPemerintahRepubliklndonesiaNomor33Tahun
2}CI7 t.ntr.rg-- fembagian Urusan Pemerintah Antara

pemerintah, iemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah fuUrp^t.n/Kota ( Lembaran Negara Republiki

Indonesia rahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a737 l;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2AO9

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun

2008 tentang Urusan Pemeriniah yang Menjadi

Kewenangan Femerintah Daerah Kabupaten Balangan

(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008

Nomor A2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Nomor 43);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun

2008 ,..rr.rtg plmUtntuttat' Organ6asi 9t* Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Balangan' sebagaimana teleh

dirubah,terakhirdenganPertauranDaerahKabupaten
BalanganNomorlSTahun2o|lTentangPerubahanKedua
atasPeratrrranDaerahKabupatenBalanganNomor03
Tahun 2o0S-tl.rt"ng pembeniukan Organisasi dan Tata

Kerja e"r".rgk;i- o*ft*f' Kabupaten Balangan (Lembaran

Daerah l(ufrfttt" Balangan Tahun 2011 Nomor 18'

Tambahan Lembaran Daemf' f'O'paten Balangan Nomor

43).

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH I(ABUPATEN BALANGAN'

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah a.rr-b.*"" ptt**ttilan Rai<yat Daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya daiam sistem d"" ;;;;ip ""g"1i 
lfesatuan Republik Indonesia

sebagaim".r, ai*r.ksud arfi*-Uia.tig Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945'

2, Pemerintah daerah adalah. pemerintah 
'kabupaten 

Balangan sebagai

urisur penyelenggara pemerintahan daerah'

3. Kepala daerah adalah bupati Baiangan'



4. Wakit kepala daerah adalah wakil bupati Balangan'

S. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten Balangan'

6.Perangkatdaerahadalahunsurpembantukepaladaerahdalam
penyelenggr.r.., pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah'

sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah' kecamatan'

kelurahan dan lembaga lain'

7. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat SKPD adaiah

satuan kerja perangkat daerah kabupaten'

8. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten Balangan selanjlttyt disebut

SKPD tcaUupaten idd^ft sekretariai daerah, sekretariat DPRD' dinas

daerah, i"ot g* teknis d.aerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga

lain.

9. Unit peiaksana teknis selanjutnya d.-isebut uFrl adalah unsur pelaksana

teknis operasional dinas .tru badan untuk melaksanakan sebagian

urusan dinas atau badan'

10. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi

pengaturan jenis, format, pEnyiapan, pengamanan' pengabsahan'

distribusi dan penyimpa.r.r, *u.kth dinas *eria media yang digunakan

dalam komunikasi kedinasan'

11. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi

kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang ai tingkungan pemerintah daerah'

12. Format adalah naskah dinas yang mgnggambarkan. tata letak dan

redaksional, serta penggunaan iambang/logo dan cap dinas'

13. Stempellcap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau

SKPD.

14.Kopnaskahdinasadalahkopsuraty-angmenunjukanjabatanatau
nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas'

15. Kop sampul naskah dinas ad.alah kop surat yang menunjukan jabatan

atau nama SKPD tertentu yang diiempatkan dibagian atas sampui

naskah.

16. Kewenangan adaiah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan'

17, Delegasi adalah pelimpahan wewenarrg dan tanggung jawab dari pejabat

kepala pejabat atau pejabat dibawahnya'

18. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan, oleh atasan

kepada bawahan^ untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama

yang memberi mandat'

19. Penandatanganan naskah d.inas adalah hak, kewajiban dan

Gnggungjawabyangadapad.aSeorangpejabatuntuk.menandatangani
naskah dinas sesuai dengan tugas danlewenangan pada jabatannya'

20. Peraturan d.aerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan

produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepaia daerah

setelahmendapatpersetujuanbersamaDewanPerwakilanRakyat
Daerah untuk mengatur rrliuu.r, otonomi daerah dan tugas pembantuan'

21. Peraturan bupati adalah naskah d'inas dalam bentuk dan susunan

produk fruf."ri Vang bersifar pengaturan d'itetapkan oleh bupati'



22. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan

produk rrrrxumJrng b.r.ir"i p."gut"ran ditetapkan oleh dua atau lebih

kepaia daerah.

23. Keputusan bupati adalah^ naskah dinas dalam bentuk dan susunan

produk rrrrr.u#vang bersifat penetapan konkrit, individual, dan finai'

24. Keputusan kepala SKPD adalah naskah d'inas dalam bentuk dan

susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual' konkrit

dan fina1.

25. Instruksi bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari

bupati k";"d" bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas

pemerintahan'

26. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan,

penjelasandan/ataupetunjukcaramelaksanakanhaltertentuyang
aiu.rgg.P Penting dan mendesak'

2T.Suratbiasaadalahnaskahdinasyangberisi.pemberitahuan,
pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya'

28. surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis

dari pejabat sebagai tanda bukti untuk *"t'"'ut'gkan atau menjelaskan

kebenaran sesuatu hal'

2g. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada

bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu'

30. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu

permohonanyangdikeluarkanolehpejabatyangberwenang.

31. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama

antara dua belah pihak atau lebih uniuk melaksanakan tindakan atau

perbuatan hukum yang telah disepakati bersama'

32. surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan

kepada Ur*rt "r, i"rrg U..i*i perintah untuk melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan tugas dan fungsinya'

33. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang

berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan

perjalanan dinas'

34. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada

bawahanberisipemberia..*.*.,,angdenganata;.namanyauntuk
melakukansuatutindakantertentudaiamrangkakedinasan.

naskah dinas dari pejabat yang berwenang

pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat

suatu acara kedinasan'

35. Surat undangan adalah
berisi undangan kePada
tujuan untuk menghadiri

36. Surat keterangan meiaksanakan Tugas

pejabat yang berwenang berisi pernyataan

menjalankan tugas'

37. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
- 

p""ssii"rrTi.pu-da seorang pegawai untuk menghadap'

38. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi

kedinasan antar pejabat atau i.ri atasan kepada bawahan dan dari

bawahan kePada atasan'

adaiah naskah dinas dari
bahwa seorang Pegawai telah



40.

39.

41. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara

lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara

sistematis.
pejabat Yang berwenang berisi

Notapengajuankonsepnaskahdinasadalahnaskahdinasuntuk
;;;y;*plit "tt 

konsep naskah dinas kepada atasan'

Lembar disposisi adaiah naskah dinas dari pejabat yang berwenang

berisi petunjuk tertulis kepada bawahan'

42. Pengumlrman adalah naskah dinas dari
pemberitahuan yang bersifat umum'

43. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang

informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan

kedinasan.

44. Rekomendasi adalah naskah dinas d'ari pejabat yang berwenang berisi

keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan

bahan Pertimbangan kedinasan'

45. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang

yang birfungsi sebagai tanda terima'

46. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal

tertentu yan; dikirim melaiui telekomunikasi elektronik'

47. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan

peraturan daerah.

48. Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan

kepala daerah.

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu

hal yang ditanda tangani oieh para pihak'

Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau

rapat.

51. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan

tertentu.

52. Daftar hadir adaiah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi

keterangan atas kehadiran seseorang'

53, piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi

penghargaan atas prestasi yang telakr- dicapai atau keteladanan yang

disingkat STTPP adalah
seseorang telah iulus

pendidikan dan pelatihan tertentu'

ES. Sertifikat adalah naskah d.inas yang merupakan tanda bukti seseorang

telah mengikuti kegiatan tertentu'

perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas'

Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah

4i""" sejak ditetapkan pencabutan tersebut'

58. Pembataian adaiah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap

tidak Pernah dikeiuarkan'

berisi
tugas

49.

50.

telah diwujudkan.

54. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan

naskah dinas yang merupakan tanda bukti

56.

57.



BAB II
TATA NASKAH DINAS

Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:

a. asas e{isien dan efektif;

b. asas Pembakuan;
c. asas akuntabilitas;
d. asas keterkaitan;
e. asas kecepatan dan ketepatan; dan

f. asas keamanan'

Pasal 3

(1)AsasefisiendanefektifsebagaimanadimaksuddalamPasal2hurufa,
dilakukan melalui penyederhZ.naan dalam penuiisan' penggunaan ruang

atau lembar naskah di;;; spesifikali informasi, serta dalam

penggunaanbahasalndonesiayangbaik'benardanlugas'

(2)Asaspembakuansebagaimanad'imaksuddalamPasal2hurufb,
dilakukanrnelaluitatacarad.anbentukyangtelahdibakukan.

(3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud d'alam Pasal 2 huruf c' yaitu

penyeleng*^i;r, tata nalkrf, Jin." harus dapat dipertanggungi awabkan

dari segi isi, format, ;;;;;t' kew"t'tttgtt" keabsahan dan

dokumentasi'

(4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d' yaitu

tatanaskahdinasdiselenggarakandaiamsatukesatuansistem'

(5)AsaskecepatandanketepatansebagaimanadimaksuddalamPasal2
huruf ., yuit, tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat

sasaran.

(6)AsaskeamanansebagaimanadimaksuddalamPasal2huruff,yaitu
penyelenggaraantata,,*"t."r,d'inasharrrsamansecarafisikdan
substansi.

Pasal 4

Prinsip*prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

ketelitian;
kejelasan;
singkat dan Padat; dan

logis dan meYakinkan;

a.

b.

c,

d.

Pasal 5

(1)Prinsipkete.litiansebagaimanadimaksuddalamPasal4hurufa,
diselenggarakanSecaratelitidancermatdaribentuk,susunan
pengetikarr, ii stiuktur, r."iJ"r tahasa dan penerapan kaidah ejaan

didalam Pengetikan'

(2)Prinsipkejelasansebagaimana.dimaksuddalamPasal4hurufb,
diselenggarakan dengan ;;;;";;rikan kejelasan aspek fisik dan

materi a"*g*l-*""s;t"*akan metode yang cepat dan tepat'
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(3)Prinsipsingkatd"anpadatsebagaimanadimaksudd'alamPasal4huruf
c, diselenggarakan d"rgu., ;;;g";akan bahasa Indonesia yang baik

dan benar'

(4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana, 
huruf d, diselenggarakan secara runtut dan

"trutctui 
kalimalf,arus lengkap dan efektif'

dimaksud dalam Pasal 4
logis dan meYakinkan serta

Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas d'ilaksanakan sebagai berikut:

a. pengelolaan surat masuk;

b. pengelolaan surat keluar;

c. tingkat Keamanan;

d. kecePatan Proses;
e. penggunaan kertas surat;

f.pengetikansaranaadministrasidankomunikasiperkantoran;dan
g. warna dan kualitas kertas'

Pasal 7

pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a'

dilakukan melalui:

a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:

1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke

unit Pengelola;
2.unitpengelolamenindaklanjutisesuaidenganklasifikasisuratdan

arahan PimPinan; dan

3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha'

b.copysuratjawabanyangmempunyaitembusandisampaikankepada
yang berhak;

c. alur surat menYurat
pimPinan tertinggi
berwenang.

diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat

;i;;;; -?- pejabat struktural terendah vang

Pasal I
pengeloiaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b'

dilai<ukan melalui tahaPan:

a,konsepSuratkeluardiparafsecaraberjenjangdanterkoordinasisesuai
tugas dan kewenangann,, a* diagendait"" oleh masing-masing unit

iui* r*urta dalam rangka pengendalian;

b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

diberi nomor, tanggal Aur, *L*p.i Jf"f, unit tati usaha pada masing-

masing satuan keria perangkat daerah;

c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim;

dan
d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha'



Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c'

ditakukan dengan *"r"u..rIr*t." kode pada sampul naskah dinas sebagai

berikut:
a, surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan

sifatnya memiliki tingkat k.**,,,,.', yang tinggi, erat hubungannya

denganrahasianegara,keamanandankeselamatannegara.
b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya

memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian

negara, disintegrasi bangsa'

C' surat penting d'isingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan 1S1

surat perlu mendapat perhatian penerima surat'

d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan

sifatnya *.*itit i tingkat- keamanan "id..rg 
yang berdampak kepada

terhambatnyajalannyapemerintahandanpembangunan.
e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa

namun tidak aapi.t disampaikan kepada yang tidak berhak.

Pasal 1O

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d' sebagai

berikut:
a. amat segeralkilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;

b' Segera, dengan batas waktu 2 x 24jam setelah surat diterima;

c. penting, dengan batas waktu 3 x 24jam setelah surat diterima; dan

d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat

diterima.

Pasal 11

penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e'

sebagai berikut:
a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS B0 gram;

b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas

untuk jenis naskah dinas yang *.riprtyai niLai keasaman tertentu dan

nilai kegunaan dalam waktu lama;

penyediaan surat berlambang negara be_rwarna kuning emas atau logo

daeiatr berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;

ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4

c.

d.
(215 x 330 mm);

e. ukuran kertas Yang digunakan
H4 {2lO x297 mm); dan

f. ukuran kertas Yang digunakan

untuk makalah, piper dan laporan adalah

untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm)'

Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi
dala--m Pasai 6 huruf f, sebagai berikut:

a. penggunaan jenis huruf Pica;

perkantoran dimaksud



b. arial 12 ataudisesuaikan dengan kebutuhan; dan

c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan'

Pasal 13

warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g,

berwarna putih dengan kualitas baik'

BAB III
NASKAH DINAS

Pasal 14

Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan

pemerintah kabupaten Balangan terdiri atas:

a. peraturan daerah;

b. peraturan buPati;
c. peraturan bersama buPati; dan

d. keputusan buPati;

Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah d^inas surat di lingkungan pemerintah daerah,

terdiri atas:
a. instruksi;
b. surat edaran;

c. surat biasa;

d. surat keterangan;
e. surat Perintah;
f. surat izin;
g. surat perjanjian;
h. surat Perintah tugas;

i. surat perintah perjalanan dinas;

j. surat kuasa;
k. surat undangan;
1. surat keterangan melaksanakan tugas;

m. surat Panggilan;
n. nota dinas;
o. nota pengajuan konsep naskah dinas;

p. lembar disPosisi;

q. telaahan staf;
r. pengumuman;
s. laporan;
t. rekomendasi;
u. surat Pengantar;
v. telegram;
w. lembaran daerah;

x. berita daerah;
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y. berita acara1'

z. notulen;

BAB IV

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN
ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA

HARI^A.N DAN PENJABAT

Pasal 16

(1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpah.an wewenang

dalam hublngln intlrnal antara atasan kepada pejabat setingkat

dibawahnYa.

(2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan
' ' *"*"nang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua

tingkat dibawahnYa.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap
' bera]a p"a" pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang

menerima peiimpahan *"*"r,.r..rg harus mempertanggungjawabkan
kepada pejabat yang melimpahkan wewenang'

Pasal 17

(1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada

jabatantertentuyangmendapat.pelimpahg.nwewenang
penandatanganan naskah dInas, karena pejabat definitif belum dilantik'

(2) Plt sebagaimana dimaksud pada ay?t.(1) .diangkat dengan keputusan\ / 
kepala Skpn atau keputusan U,rp"ii dan berlaku paling lama 1 (satu)

tahun.

(3) Plt sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) bertanggung jawab atas

naskah dinas Yang dilakukannya'

Pasal 18

(1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat

sementara pad-a jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang

penandatrrrg.nu, naskah dinas, kaiena pejabat definitif berhalangan

sementara.

(2) Plh sebagaimana dimaksud pada ty3t.(1) diangkat dengan keputusan

kepala SKPD atau keputusa" urp"ti dan berlaku paling iama 3 (tiga)

buian.

(3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat t.1) mempertanggungjawabkan
pelaksanaan atas naskah di.^* yang dilakukannya kepada pejabat

definitif' 
Pasal 19

(1) penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk
jabatan buPati
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(2) Penjabat sebagaimana pada.ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan
\-/ 

pral daerah tertentu sampai d".rgu., pelantikan pejabat definitif'

BAB V

PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN,
DANPENGGUNAANTINTAUNTUKNASI{AHDINAS

Bagian Kesatu
Paraf

Pasal 2O

(1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf'

(2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum

ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar'

(3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat.!1)_dan ayat (2) dilakukan oleh

pejabat terkait secara horizontal dan vertikal'

(4) paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan

tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan

materi, sulstansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.

(5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4i meliputi:

a. paraf hierarki; dan

b. paraf koordinasi-

Bagian Kedua
Penulisan Nama

Pasal 21

(i) Penuiisan nama bupati dan wakil bupati pada naskah dinas:

a. daiam bentuk dan susunan ptod.rt hukum tidak menggunakan
gelar; dan

b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.

t2\ Penuiisan nama pejabat seiain yang dimaksud pada ayat (1)
, 

menggunakan gelar, t omot induk pegawai dan pangkat'

Bagian Ketiga
Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 22

(1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan

prodri. hukum seba{aimana dimaksud dalam Pasai 14 terdiri atas:

a. peraturan daerah;
b. Peraturan buPati;
c. peraturan bersama buPati; dan

d. kePutusan buPati;
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(2)BupatimenandatanganinaskahdinasdalambentukdanSusunan
surat 

""Uugui*ana 
dlmaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. instruksi;
b. surat edaran;

c. surat biasa;

d. surat keterangan;

e. surat Perintah;
f. surat izin;
g. surat Perjanjian;
h. surat Perintah tugas;

i. surat kuasa;
j. surat undangan;
k. surat keterangan melaksanakan tugas;

L surat Panggilan;
m. nota dinas;
n. lembar disPosisi;

o. pengumuman;

P. laPoran;
q. rekomendasi;
r. telegram;
s. berita acara;

t, memo;

u. Piagam;
v. sertifikat; dan
W. STTPP.

Pasal 23

(1}Bupatimendelegasikanpenandatangananperizinandibidang
pelayanan yang bersifat lintas sektor kelada SKPD yang membidangi

pelaYanan Perizinan terPadu'

/.21 Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara

fungsional tetap menjadi tangguig jawab SKPD yang bersangkutan'

Pasal 24

(1)WakiiBupatimenandatangani.naskah'dinasdalambentukdan
susunan s,rat sebagaim"rr*?i**ksud dalam Pasai 15 terdiri atas:

a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat Perintah;
d. surat izin;
e. surat Perintah tugas;

f. surat keterangan melaksanakan tugas;

g. nota dinas;
h. lembar disPosisi;

i. telaahan staf;
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j laPoran;
k. rekomendasi; dan

l. memo.

(2) wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas

meliPuti:
a'd"alambentukdansusunanprodukhukumkeputusan;dan
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam

Pasai 15 terdiri atas:

1. surat edaran;

2. surat biasa;
3. surat keterangan;
4. surat Perintah;
5. surat izin;
6. surat Perintah tugas;

7. surat keterangan melaksanakan tugas;

8. nota dinas;
g. lembar disPosisi;

10. Pengumuman;
1 1. telegram;
12. berita acara;

13. Piagam; dan
14. sertifikat'

Pasal 25

(1) Sekretaris daerah menandatangani 1a9\ah dinas

susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

a. surat biasa;

b. surat keterangan;
c. surat Perintah;
d. surat izin;
e. surat Perjanjian;
f. surat Perintah tugas;

g. surat perintah perjalanan dinas;

h. surat kuasa;
i. surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas;

k. surat Panggilan;
1. nota dinas;

m. nota pengajuan konsep naskah dinas;

n. lembar disPosisi;

o. telaahan staf;

p. pengumuman;
q. laPoran;
r. rekomendasi;

dalam bentuk dan
15 terdiri atas:
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s. surat pengantar;

t. lembaran daerah;

u. berita daerah;
v. berita acara;

w. notuien;
x. memo;
y. daftar hadir; dan

z. sertifikat.

Sekretaris daerah atas
yang meliPuti:
a. dalam bentuk dan

bupati; dan

b. dalam bentuk dan
Pasal 15 terdiri atas:

1. surat edaran;

2. surat biasa;

nama bupati menandatangani naskah dinas

susunan produk hukum berupa keputusan

susunan surat sebagaimana dimaksud dalam

3. surat keterangan;
4. surat Perintah;
5. surat izin;

6. surat Perjanjian;
7. surat Perintah tugas;

8. surat undangan;
g. surat keterangan melaksanakan tugas;

10. surat Panggilan;
1 1. nota dinas;
L2. Pengumuman;
13. telegram;
14. berita acara;
15. Piagam;
16. sertifikat; dan

17, STTPP.

Pasal 26

(1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
' sebagaimana dimakiud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. nota dinas;
b. nota pengajuan konsep naskah dinas;

c. lembar disPosisi;
d. telaahan staf;
e, laporan;
f. surat Pengantar;
g. notulen; dan
h. memo.

(2) Asisten atas nama sekretaris daerah menandatangani naskah dinas

bentuk dan susunan "rr*i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

terdiri atas:
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a. surat biasa;

b. surat keterangan;
c. surat Perintah;
d. surat Perintah tugas;

e. surat perintah perjaianan dinas;

f. surat undangan;
g. surat Panggilan;
h. nota dinas;
i. nota pengajuan konsep naskah dinas;

j. laPoran;
k. surat Pengantar; dan

L daftar hadir.

Pasal 27

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. .rota pengajuan konsep naskah dinas;
b. telaahan staf; dan
c. laPoran'

Pasal 28

(1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan

susunan surat sebagaimu.tt" di*.ksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat Perintah;
d. surat izin;
e. surat Perjanjian;
f. surat Perintah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas;

h. surat kuasa;
i. surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas;

k. surat Panggilan;
L nota dinas;
m. nota pengqiuan konsep naskah dinas;

n. lembar disPosisi;
o. telaahan staf;

p. pengumuman;
q. laPoran;
r. rekomendasi;
s. berita acata;
t. memo;
u. daftar hadir; dan
v. sertifikat'
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(2lKepalaSKPDatasnamabupatimenandatanganinaskahdinasyang
meliputi:
a, d.a1am bentuk dan

Keputusan buPati; dan
susunan Produk hukum beruPa

b. dalam bentuk dan susunan
Pasal 15 terdiri atas:

1. surat biasa;

2. surat keterangan;
3. surat Perintah;
4. surat undangan; dan

5. sertifikat.

surat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29

(1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas daiam bentuk dan

susunan surat sebagaimana diLaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat biasa;

b. surat keterangan;
c. surat Perintah;
d. surat izin;
e. surat Perjanjian;
f. surat Perintah tugas;

g. surat perintah perjalanan dinas;

h. surat kuasa;
i. surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas;

k. surat Panggilan;
l, nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah dinas;

n. lembar disPosisi;

o. telaahan staf;

p. pengumLlman;
q. laPoran;
r. rekomendasi;
s. berita acara;

t. memo; dan
u. daftar hadir'

(2) Sekretaris DPRD atas nama bupati menandatangani naskah dinas

meliPuti:
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan bupati' dan

b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 terdiri atas:

L. surat biasa;
2. surat keterangan; dan

3. surat Perintah'
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Pasal 3O

Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk

dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat biasa;

b. surat Perintah;
c. surat Perjanjian;
d. surat Perintah tugas;

e. surat perintah perjalanan dinas;

f. surat kuasa;
g. surat undangan;
h. surat keterangan meiaksanakan tugas;

i. surat panggilan;
j. nota dinas;
k. nota pengajuan konsep naskah dinas;

l. lembar disPosisi;
m. telaahan staf;

n. pengumuman;
o. laporan;
p. rekomendasi;
q. berita acara;

r. memo; dan
s. daftar hadar.

KepalaUPTdinas/badanatasnamakepaladinas/badan
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat

sebagaim".ridi*^ksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a, surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat Perintah;
d. nota dinas; dan
e. daftar hadir.

Pasal 31

(2\

(1) Sekretaris menandatarrgani naskah
surat sebagaimana dimaksud dalam

a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat Perintah;
d. surat kuasa;
e. surat undangan;
f. nota dinas;
g. nota pengajuan konsep naskah dinas;

h. lembar disPosisi;
i. teiaahan staf;
j. laporan;
k. memo; dan

dinas dalam bentuk dan susunan
Pasal 15 terdiri atas:



l8

l. daftar hadir'

(2\ sekretaris atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas

daiam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat Perintah;
d. nota dinas; dan
e. daftar hadir.

Pasal 32

(1) Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat
\ , 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat biasa;

b. surat keterangan;
c, surat Perintah;
d. surat izin;
e. surat Perjanjian;
f, surat Perintah tugas;

g. surat Perintah Perjalanan dinas;

h. surat kuasa;
i. surat undangan;
j surat keterangan melaksanakan tugas;

k. surat Panggilan;
l. nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah dinas;

n. lembar disPosisi;

o. telaahan staf;
p. pengumlrman;
q. laPoran;
r. rekomendasi;
s. berita acara;
t. memo; dan
u. daftar hadir.

(2) Camat atas nama bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk

dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat Perintah; dan

d. surat undangan'

Pasal 33

(1)Kepalabagian,kepalabidangmenandatanganinaskahdinasdalam
bentuk dan susunan surat Jebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

terdiri atas:
a. surat Perintah;
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{2)

b, nota dinas;
c. nota pengqjuan konsep naskah dinas;

d. lembar disPosisi;
e. teiaahan staf;
f. laporan; dan
g. daftar hadir.

Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD

menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat

sebagaimani dim*ksud dalam pasai 15 terdiri atas:

a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. nota dinas; dan
e. daftar hadir.

Pasal 34

Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan

surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat Perintah;
d. surat izin;
e. surat perjanjian;
f. surat Perintah tugas;

g. surat perintah perjalanan dinas;

h. surat kuasa;
i. surat undangan;
j. surat keterangan meiaksanakan tugas;

k. surat Panggilan;
l. nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah dinas;

n. lembar disPosisi;

o. telaahan staf;
p. pengumuman;
q. laPoran;
r. rekomendasi;
s. berita daerah;
t. berita acara;

u. memo; dan
v. daftar hadir.

12\ Lurah atas nama camat menandatangani naskah d'inas dalam bentuk

dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat biasa;
b. surat keterangan;

(1)



20

c. surat Perintah; dan

d. surat undangan'

Pasal 35

(1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani

naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana

dimaksud Pasal 15 terdiri atas:

a. nota dinas;
b. nota pengajuan konsep naskah dinas;

c. telaahan staf; dan
d. laPoran.

l2l Kepaia subbagian, kepaia subbidang' kepala seksi' atas nama

sekretaris, teflAa- bagLn, kepala biJang menandatangani naskah

dinas dalam bentuk dan susun"., ,rr*t sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 terdiri atas:
a. surat Perintah;
b. nota dinas; dan
c. daftar hadir.

Bagian KeemPat
PendelegasianPenandatangananNaskahDinas

Pasal 36

(1) Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas

diatur dalarn Peraturan buPati'

t2t Pelaksanaan pendelegasian penand'atanganan naskah dinas ditetapkan

dengan kePutusan buPati'

Bagian Kelima
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 37

(1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam'

(2) Tinta yang digunakan untuk penand.atanganan dan paraf naskah dinas

berwarna biru tua'

(3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas

berwarna merah.
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BAB VI

STEMPEL

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 38

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri

atas:
a. stempel jabatan; dan
b. stempel Perangkat daerah'

Pasal 39

(1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a'

stemPel jabatan buPati'

(2) Stempel jabatan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi

nama jabatan dan menggunJt t., lambang negara dengan pembatas

tanda bintang.

Pasal 4O

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b'

terdiri atas:
a. stempel SKPD dan atau lembaga lain;
b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan

c. stemPel UPT.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 41

Stempel jabatan bupati, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasai 38 berbentuk lingkaran'

Pasal 42

Ukuran stempei jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasa1 49 meliPuti :

a. ukuran garis tengah lingkaran iuar stempel jabatan dan stempel

perangkat daerah adalah 4 cm;

b. ukural g*i" tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat

daerah adalah 3,8 cm;
c. ukuran gu"ri" tengah iingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat

daerah adalah 2,7 cm1; dan
d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam

maksimal 1 cm'

Pasal 43

(1) ukuran stempel SSP? untuk keperluan tertentu sebagaimana
, 

dimaksud d'alam Pasal 4O huruf b, meliputi :

a. ukuran g"ii" tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel

perangkat daerah adalah 1,8 cm;
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b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempei

perangkat daerah adalah 1,7 cm;
c. ukuran garis tengah lingkaran daiam stempel jabatan dan stempel

perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
d, jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam

maksimal 0,5 cm.

(2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana

dimaksud paaa- ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk,

kartu pegawai, tanda pengenal,Lsutat =i kesehatan dan sejenisnya.

{u Stempel jabatan berisi-
negara dengan Pembatas

Pasal 44

nama jabatan dan menggunakan iambang
tanda bintang.

dalam pasal 40 huruf c, berisi
SKPD dan nama Um Yang

berwarna ungu dan
yang menandatangani

t2l Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40

huruf a dan hriruf b berisi t r*i pemerintah kabupaten, nama SKPD

yang bersangkutan.

(3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud
nama pemerintah kabuPaten, nama
bersangkutan'

Bagian ketiga
Penggunaan

Pasal 45

Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan 
. 
sebagaimana

dimaksud a*am Pasal Sa nuruf a, bupati dan wakil bupati.

pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat_ daerah

-"t"S4*.rr*?i*rksud d.alam Pasal 38 huruf b, kepala SKPD, kepala

lembiga iainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

(1)

{2)

Pasal 46

Perangkat daerah kabupaten yang berhak menggunakan stempel perangkat

daerafr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:

a. Sekretariat daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas daerah;
d, Lembaga teknis daerah;
e. Kecamatan;
f. Keiurahan; dan
g. Lembaga lainnYa.

Pasal 47

Stempel untuk naskah dinas menggunakan . 
tinta

dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat

naskah dinas.
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Bagian KeemPat
Kewenangan Pemtitog dan Penyimpan Stempel

Pasal 48

(1)Kewenanganpemegangd.anpenyimpan.sternpeljabatan.untrrknaskah
dinas dilakukan oleh u.tit yani membid'angi urusan ketatausahaan

pada sekretariat daerah'

(2|Kewenanganpemegangdanpenyimpanstempelperangkatdaerah
dilakukan oleh unit yang *.LUiar"gi urusan ketatausahaan pada

setiaP SKPD.

(3) Unit yang membid.angi Llrusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel'

(4) penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana

dimaksud p"iu."ry^t (S1 dite"t"pt"tt dengan Keputusan kepala SKPD'

Bagian kelima
Pengamanan

Pasal 49

(1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah

daerah, menggunakan kode'

\2) Ketentuan tebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan

stempel sebagaimana dimat<srid pada ayat (1) d'iatur tersendiri oleh

buPati.

BAB VII
KOP NASI{AH DINAS

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 5O

Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

a. kop naskah dinas jabatan; dan
b. kop naskah dinas perangkat daerah'

Bagian Kedua
Bentuk dan Isi

Pasal 51

(1)KopnaskahdinasjabatansebagaimanadimaksuddalamPasalS0
huruf *, *rrirrk uupai dan wakil bupati menggunakan:
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a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian

tengah atas untuk naskah d.inas dalam bentuk dan susunan produk

hukum;
b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian

tengah itas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site' e-

*rii dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk
naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat'

Kop naskah dinas perangkat daerah kabupaten rnemuat sebutan

fem.rintah kabupaten nama satuan kerja perangkat daerah, alamat,

,ro*o, telepon, .ro*or faksimile, website, e-maii dan kode pos'

Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten

nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-

mail dan kode Pos'

(4) Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan pemerintah kabupaten

nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile,

website, e-mail dan kode Pos.

(2)

(3)

(3)

(4)

(1)

(21

Bagian Ketiga
Peaggunaan

Pasal 52

Kop naskah dinas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1),

digunakan untuk naskah dinas yang di.tandatangani oleh bupati dan

wakil bupati,

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 51 ayat 12)

digUnakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD

kabupaten yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang

ditunjuk.

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3),

diglrnakan untuk naskali dinas yang ditandatangani oleh camat yang

beisangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk'

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (41,

dig-rnakan untuk naskah dinas yang_ditandatangani oleh lurah yang

be-rsangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk'

Pasal 53

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat {21

digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli staf ahli

bupati.
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BAB VIII
SAMPUL NASI{AH DINAS

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 54

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

a. sampul naskah dinas jabatan; dan
b. sampul naskah dinas perangkat daerah'

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi

Sampul naskah dinas jabatan
sebagaimana dimaksud dalam

(i) Sampui naskah dinas jabatan
emas dan nama jabatan dan
website dan kode Pos dibagian

Pasal 55

dan sampul naskah dinas
Pasal 54 berbentuk emPat

Pasal 56

perangkat daerah
persegi panjang.

(i) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas
' ' p.r".rgkat daeiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meiiputi:

'u.. salnpul kantong d.engan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;

b. sampul foliolmap dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;

c. sampui setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18

cm; dan
d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14

cm.

(2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan kertas casing dengan warna:

a, putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud
Pasal 54 hurufa; dan

b. coklat untuk sampui naskah dinas perangkat daerah sebagaimana

dimaksud Pasal 54 huruf b.

Pasal 57

berisi lambang negara berwarna kuning
alamat nomor telepon, faksimile, e-mail,
tengah atas.

(2) Sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah kabupaten, nama- ' 
SKPD yang belsangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mai1,

website dan kode pos dibagian tengah atas'

(3) Sampul UPT berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD dan UPT, 
yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mai1,

webiite dan kode pos dibagian tengah atas'
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BAB IX
PAPAN NAMA

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 58

Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

a. papan nama kantor buPati; dan
b. papan nama Perangkat daerah.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran, Isi

Pasal 59

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud

daiam Pasal 58 berbentuk empat persegi panjang'

Pasal 6O

Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 disesuaikan dengan besar bangunan'

(1)

(21

(3)

Pasal 51

Papan nama di lingkungan pemerintah
dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan

Pasal 63

Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada
komplek, dibuat dalam satu papan nama

SKPD.

telepon dan kode Pos.
f"pl" nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud

daiam pasal 58 huiuf b Oeriii tulisan pemerintah kabupaten dan nama

SKPD yang bersangkutan, aiamat, nomor telepon serta kode pos'

Jenis bahan dasar,-*u"rrr^, besar huruf papan nama kantor bupati dan

perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2\

di."rri"ik"t dengan kondisi bangunan dan kebutuhan secara

proporsional.

daerah sebagaimana dimaksud
kantor bupati, alamat, nomor

di bawah satu atap atau satu
yang bertuliskan semua nama

Bagian Ketiga
PenemPatan

Pasal 62

Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan n1d.a tempat yang

*i."t"gi*, mudah dilihai dan ierasi dengan letak dan bentuk bangunannya'
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(1)

(21

BAB X
PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

Pasal 64

Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud
dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas
yang sejenis.

Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan
atau pejabat diatasnYa.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PEI{GAWASAN

Pasal 65

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
naskah dinas di iingkungan pemerintah kabupaten.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 66

naskah dinas di lingkungan pemerintah

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a'n, u.b, u.p, Plt, Plh dan

Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul

naslafr dinas dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam bab III, bab

IV, bab V, bab VI, bab VII, bab VIII, dan bab IX tercantum dalam lampiran
Peraturan BuPati ini.

Bupati melaporkan Pelaksanaan
kabupaten kepada gubernur.

Dengan ditetapkannya
Baiangan Nomor 052
Lingkungan Pemerintah
bertaku lagi.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati
Tahun 20A6 Tentang Tata Naskah Dinas di

Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak
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Pasal 69

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Birpati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Juli 2Al2
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE/
Diundangkan di Paringin
pada tanggal 2 Juli 2Ot2
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN
Pembina Utama Madya tIV/d)
NrP.19590409 198203 1 012

BBRITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2AL2 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinYa.
ukum Setda Kab. Balangan,

ian Hukum,

PARIN, SH
rk.r (rvlb)

1q611019 L99203 1 002
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2012
TBNTANG

;ttr xfs.ffif ,trilt 3^?LK L1txil 8til

BEITTUK DAN susuNAN NASI{AH DINAS, PTNEMPATAN a'',t' u'b' u'p',

PTt, PTN DAN PJ, PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN

ISI STEMPEL,
KOP NASI{AH DINAS, SAMPUL NASI{AH DINAS DAN PAPAN NAMA

A. BEI{TUK DAN SUSUNAN NASI{AH DINAS.
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Menimbang

BUPATI BALANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR ..... TAHUN...'...'...

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN

:a. bahwa

b. bahwa

.'.......;

Menginga

c. dan seterusnya;

: 1. Undang-Undang

2. Peraturan Pemerintah
...'..........;

3. dan seterusnYa

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BALANGAN
dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

KABUPATEN



31

Menetapkan :PERATURAN DABRAH KABUPATEN BALANGAN

TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

BAB II

(dan seterusnYa)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya'
memerintahkan pengundangan dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan'

Ditetapkan di

pada tanggal

BUPATI BALANGAN

NAMA

(1)
(2\

Diundangkan di Paringin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

NAMA
Pangkat
NIP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

TAHUN NOMOR
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BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR....... TAHUN.

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

BUPATI BALANGAN

MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa

bahwab.

c. dan seterusnYa;

Mengingat : 1, Undang-Undang

2. Peraturan

3. dan seterusnYa;

PERATURAN

MEMUTUSKAN :

BUPATI

Pemerintah

BALANGAN
Menetapkan :

TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM
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Pasal I

(3) dan seterusnYa.

BAB II

(dan seterusnYa)

Peraturan BuPati ini mulai
diundangkan. Agar setiaP
memerintahkan Pengundangan
dalam Berita Daerah KabuPaten

berlaku Pada tanggal
orang mengetahuinYa,
dengan PenempatannYa

Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal

BUPATI BALANGAN

NAMA

Diundangkan di Paringin
pada tanggal

SEKRSTARIS DAERAH

NAMA
Pangkat
NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN

TAHUN .... NOMOR....
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BUPATI BALANGAN

PERATURAN BERSAMA BUPATI BALANGAN

DAN BUPATI

NOMOR ..........TAHUN "'
-NOtttOR .......... TAHUN ....

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
M M M M M M M M M M TT/ TVT TVT iTN TVT M M M M M M M M M M M M M M M M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANG. ."... DAN BUPATI

Menimbang a.

b. bahwa

bahwa

Mengingat

dan seterusnya;

1. Undang-Undang

c.

Pemerintah
2. Peraturan

3. dan seterusnYa;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BERSAMA BUPATI BALANGAN

DAN BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

MenetaPkan :
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Pasal 1

(1)

\2\

(1) dan seterusnYa.

Pasal

BAB II

(dan seterusnYa)

peraturan Bersama Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. eg". setiap orang mengetahgilVa'

memerintahkan perigundangan dengan penempatannya dalam

(Lembaran Daerah/ Beita Daerah)

BUPATI BALANGAN

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal

BUPATI

NAMANAMA

Diundangkan di Paringin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH {Pemrakarsa}

NAMA
Pangkat
NIP.

BERITA DAERAH PROVINSI (Pemrakarsa)

TAHUN .... NOMOR ....
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BUPATI BALANGAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR....... TAHUN.

TENTANG

BUPATI BALANGAN

Menimbang : a. bahwa ""'

b. bahwa

Mengingat :

c. dan seterusnYa;

1. Undang-Undang

2. Peraturan Pemerintah

3. dan seterusnYa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

TENTANG

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

Salinan sesuai dengan aslinYa
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Paringtn
pada tanggal

BUPATI BALANGAN

NAMA NAMA
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PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR....... TAHUN.

TENTANG

BUPATI BALANGAN

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

c. dan seterusnYa;

Mengingat : 1.Undang-Undang." ",'
2. Peraturan Pemerintah

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

TENTANG

KESATU :

KEDUA :

KEEMPAT :

Salinan sesuai dengan aslinYa
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal

a.n. BUPATI BALANGAN
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA NAMA
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BUPATI BALANGAN
INSTRUKSI BUPATI BALANGAN

NOMOR

TENTANG

BUPATI BALANGAN

rangka
Dalam

dengan ini menginstruksikan:

Kepada

Untuk

KESATU

KEDUA

1.
2.
3.
4.

KETIGA : dan seterusnYa;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal ..

Paringin

BUPATI BALANGAN

NAMA
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BUPATI BALANGAN

SURAT EDARAN

NOMOR.

TENTANG

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KePada

Yth. .

di

BUPATI BALANGAN

NAMA



40

BUPATI BALANGAN

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Yth. .Nomor
Sifat
Lampiran
Hal di

BUPATI BALANGAN

NAMA
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BUPATI BALANGAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama

b. Jabatan : BUPATI BALANGAN

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama/NIP
b. PangkatlGolongan

t.....,

Keterangan ini dibuat untuk diPergunakan

Tempat, Tanggal, Bulan dan

BUPATI BALANGAN

NAMA

c. Jabatan
Maksud

Demikian Surat
seperlunYa.

Tahun
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BUPATI BALANGAN

SURAT PERINTAH

NOMOR.

Nama (yang memberikan Perintah) :

Jabatan :

MEMERINTAHKAN:

Kepada

a. Nama
b. Jabatan

Untuk

DitetaPkan di Paringm
pada tanggal

BUPATI BALANGAN

NAMA
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BUPATI BALANGAN

SURAT IZIN BUPATI BALANGAN

NOMOR

TENTANG

Dasar .4.

b.

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama

Jabatan

Alamat

Untuk

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal

BUPATI BALANGAN

NAMA
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BUPATI BALANGAN

SURAT PERJAI{JIAN

NoMoR ...1 ... I ......"'l """"

TENTANG

Bulan
di

PiHAK KE I

;r*t yang bertanda tangan dibawah ini:

PIHAK KE II

Pasal .....

Pasai.....
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Surat Perjanjian
pada hari dan tanggal

PenutuP

ini ditandatangani
tersebut diatas.

oleh kedua belah Pihak,

PIHAK KE II

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Saksi-saksi:

1. .... ...... (tandatangan)

2..... .......'(tandatangan)

PiHAK KE I

BUPATI BALANGAN

NAMA JELAS



46

CONTOH
T.ORMAT MAP

LAMBANG
I\lEnAE)A/

DAERAH
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BUPATI BALANGAN

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR ...

MEMERINTAHI(AN :

Kepada

Untuk

i. Nama
Pangkat/go1

NIP
Jabatan

2. Nama
Pangkat/go1
NIP
Jabatan

2.
\̂).

: 1. ..

DitetaPkan di Paringin
pada tanggal

BUPATI BALANGAN

NAMA
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR ...

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama
Pangkat/go1
NIP :

Jabatan :

2. Nama
Pangkat/gol
NIP
Jabatan :

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal

PB"IABAT YANG BERWENANG

NAMA
Pangkat/golongan
NIP
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

l.

2.

;

Lembar ke
Kode No
Nomor

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(sPPD)

Pejabat yang memberi Perintah

Nama Pegawai Yang diPerintah

a. Pangkat dan Golongan menurut
PP No. 6 Tahun 1997

b. Jabatan
c. Tingkat menurut Peraturan

perjalanan

Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkut Yang diPergunakan

Tempat berangkat
Tempat tujuan

4.

6.

a. LamanYa Perjalanan Dinas
b. Tanggai berangkat
c. Tanggal harus kembali

Pengikut

Pembebanan Anggaran
a.lnstansi

b. Mata Anggaran

10. Keterangan lain-iain

Dikeluarkan di : Paringin
pada tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG,

NAMA
Pangkat/ golongan
NIP
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SPPD No.
Berangkat dari
(tempat kedudukan)
Pada tanggal
Ke:

Seiaku pelaksana Teknis kegiatan

II. Tiba di
Pada tanggal
Kepala

Berangkat dari
Ke

Pada tanggal
Kepala

III. Tiba di
Pada tanggal
Kepala

Berangkat dari
Ke

Pada tanggal
Kepala

IV. Tiba di
Pada tanggal
Kepala

Ke
Berangkat dari

Pada tanggal
Kepala

V. Tiba kembali di :

Pada tanggal : ......
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
perjalanln tersebut diatas benar
dilr.kukan atas perintahnya dan semata-

mata untuk kepentingan jabatan daiam
waktu yang sesingkat-singkatnya'

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA PEJABAT

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan

perjaianandinas,parapejabat.yang-me.,gesahkantanggal
berangkatltiba serta Bendaharl*"t birtanggUng jawab berdasarkan

peraturan-peraturan Keuangan Negara *p"uit" N.g*t^ mendapat rugi

akibat kesalahan, kealPaannya'
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BUPATI BALANGAN

SURAT KUASA
Nomor

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama
b. Jabatan

MEMBERI KUASA

Kepada :

a. Nama
b. Jabatan
c. NIP.

Untuk

Demikian surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinYa.

Yang diberi kuasa

NAMA JABATAN

NAMA
Pangkat
NIP.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Yang memberi kuasa

BUPATI BALANGAN

NAMA
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BUPATI BALANGAN

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KePada

Yth. .Nomor
Sifat
Lampiran
Hal Undangan di

Hari

Tanggal

Fukul

Tempat

Acara

BUPATI BALANGAN

NAMA

Catatan .

1.
2.
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BUPATI BALANGAN

SURATKETERANGANMELAKSANAKANTUGAS

NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnYa bahwa :

Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Yang diangkat berdasarkan

Nomor

telah nyata menjalankan tugas

Peraturan

terhitung

sebagai

di

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat

dengan sesungguhnya d.;;;; mengingat sumpah jabatan/pegawai

negeri sipil E; *plUii" dik?mudian 
-hari isi surat pernyataan ini

ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya

bersedia menanggung kerugian tersebut'

Tahun
Tempat, Tanggal, Bulan dan

BUPATI BALANGAN

NAMA
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BUPATI BALANGAN

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Yth.Nomor

Sifat
Lampiran
Hal : Panggilan.

pada:

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor

Hari

Tanggal

Fukul

Tempat

MenghadaP
kepada

Alamat

Untuk

untuk dilaksanakan dan menjadi perhatianDemikian
sepenuhnya.

BUPATI BALANGAN

NAMA
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LAMBANG
DAERAH KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

NOTA - pINAS

Tanggal : ...-..

Sifat i

Lampiran : ......
Hal : ....

KEPALA BKD,

NAMA PE.]ABAI
Pangkat
NIP.
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Yth. ..Nomor :

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

Catatan : Coret Yang tidak Perlu'

di

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Tentang

Catatan

Lampiran

Untuk Mohon Persetujuan dan

tanda tangan atas

KEPALA BAPPEDA,

NAMA qE"IABAT
Pangkat
NIP
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Lampiran
Hal

TEL.AAHAN STAF

I. Persoalan.

[I. PraanggaPan

m. Fakta-Fakta Yang memPengaruhi

IV. Analisis

V. KesimPulan

VI. Saran

NAMA JABATAN

NAMA PE-JABAT
Pangkat
NIP
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BUPATI BALANGAN

PENGUMUMAN

NOMOR : ......

TENTANG

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal.

BUPATI BALANGAN

NAMA
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LAPORAN
TENTANG

L Pendahuluan.

A. Umum llatar belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan tujuan

il. Kegiatan Yang dilaksanakan,

III. Hasii Yang dicaPai,

IV. KesimPulan dan Saran

V. PenutuP.

Dibuat di
pada tanggal

Nama Jabatan

NAMA PF^]ABAT
Pangkat
NIP.
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BUPATI BALANGAN

REKOMENDASI

NOMOR

a.

b.

Tempat, Tanggal, Bulan dan
Tahun

BUPATI BALANGAN

NAMA
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggai, Buian dan Tahun'

Kepada,

di-

Yth..

Jabatan,

SURAT PENGANTAR

NOMOR: .....

Diterima tanggal

Penerima
Nama Jabatan,

Pengirim
Nama

Nama pejabat
Pangkat

NIP.

Nama oeiabat
Pangkat
NIP,

Nomor telePon

Jenis yang dikirim



63

FORMULIR BERITA

KLASIFIKASI : SEGERA

Registrasi No :

Nomor :

PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT

DARI

UNTUK

TEMBUSAN

TTK

fuL{ TTK

BBB TTK

CCC TTK DAN SETERUSNYANYA TTK HBS

TTK

KMA

KMA

TTK

Tanggal waktu Pembuatan ...

Pengirim :

Nama :

Jabatan :

Tanda tangan :

No.Kod
e

Waktu Lalu I Paraf
Lintas I OPeratorTerim

a
Kirim
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BUPATI BALANGAN

BERITA ACARA

NOMOR:

Pada hari ini tanggal

kami masing-masing:

1.
yang selanjutnYa
disebut Pihak Pertarna
dan alamat)

(memuat nama, NIP, Pangkat/Goiongan, Jabatan

2.
yang selanjutnYa

disebut Pihak Kedua

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap""'

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya'

Pihak Kedua

Dibuat di ....

Pihak Pertama
BUPATI BALANGAN

NAMANI\MA PEJABAT
Pangkat
NIP.

Mengetahui / Mengesahkan

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
SEKRETAzuAT DAERAH

NOTULEN

Sidang/RaPat :

Hari/Tanggal :

Waktu Panggilan :

Waktu sidang/rapat :

Acara : 1.

2. dan seterusnYa
3. PenutuP.

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua
Sekretaris
Pencatat

Peserta sidang/raPat

Kegiatan SidanglRapat

1. Kata Pembukaan :

2. Pembahasan :

3. Peraturan :

1. ,...
2. dan seterusnYa.

: 1.

2. dan seterrrsoya.

PIMPINAN SIDANG/RAPAT
NAMA JABATAN

NAMA EF^IABAT
Pangkat
NIP.
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BUPATI BALANGAN

MEMO

Dari

Kepada

ISI

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BALANGAN

Tanda Tangan atau Paraf
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

DAF"TAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari

Tanggal

Waktu

Tempat

Acara

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA PBJABAT
Pangkat
NIP.

TANDA
TANGAN

JABATANi
PANGKAT

1.
2.
3.

dan
seterusn

ya.
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HADIR

BULAN
MINGGU

NO. NAMA
PANGKAT/

GOL
TANGGAL KET

P S P S P S P S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L2

KEPALA SUB
BAGIAN/

SEKRETARIS

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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B. PENEMPATAN a.n' u.b' u'p' Plt, Plh DAN Pi

1. Penggunaan *a.n.":

a.n. BUPATI BALANGAN
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
Pangkat

NIP.

2. Penggunaan * u.b.':

a.n. BUPATI BALANGAN
SEKRETARIS DAERAH

u.b.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

NAMA
Pangkat
NIP.

3. Penggunaan "Plt":

Plt. BUPATI BALANGAN
WAKIL BUPATI

NAMA
Pangkat

NIP.

a.n.CAMATPARINGINSELATANa.n.LURAHBATUPIRING
SEKRETARIS CAMAT, SEKRETARIS LURAH,

NAMA
Pangkat

NIP.

NAMA
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Penggunaan "Pih" :

P1h. BUPATI BALANGAN
WAKIL BUPATI,

NAMA

Penggunaan "Pj" :

PJ. BUPATI BALANGAN

NAMA

C. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

4.

5,

1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis.

a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh bupati dT wakil

bupati, sekretaris daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas,

keiala badan, inspektur dan direktur rumah sakit umum harus

diiaraf terlebih datrutu oleh maksimal tiga orang pejab3t secara

berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi

a"r, p.rr.rlisan naskah dinas teisebut sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir

naskah dinas-slsuai irah jarum jam dimulai dari sebelah kiri
nama pejabat yang akan menandatangani'

b. naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan

menandatangarii tt|511af, dinas tersebut tidak memerlukan paraf'

c. paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada

Iembar Pertama'

d. untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu

halaman, sebeium naskah dinas tersebut ditandatangani oleh

pejabatyangberwenangmakaharusdibubuhkanparafpejabat
p.ngotrh p"i" sudut kanan bawah setiap halaman.

e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat
yang iebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok

kiri kertas bagian bawah'
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f.naskahd.inasdalambentukdansusunansuratyangmempunyai
lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas

ditulis 1ampiran:surat, "o*ot'J"n 
tanggal serta pada bagian akhir

sebelahkananbawahditandatanganiolehpejabatyang
berwenang.

2" Pembubuhan Paraf koordinasi'

a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang

materinyamenyangkutkepentinganunitlainsebelum
ditandatangani oterr i.:"il"t yr.e 6"*"r".tg harus_ diparaf

terlebih dahulu oleh unii p".rgot"tr, unit iain yang terkait dan

biro/bagian hukum pada setiap lembar naskah'

b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya

menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang lr;rr" diparaf terlebih dahulu oleh unit

pengolah, ,iit lain yang terkait p.da lembar terakhir naskah.

c. paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam:

(2) BUPATI BALANGAN (3)

(1) NAMA

Contoh Paraf Matrik :

FAMF HIERARKHIS

Sekda ,

Ass...

Bagian

dst

Contoh Paraf koordinasi :

di lingkungan kabuPaten

PARAF KOORDINASI

Bagian...

Bagian ..

Bagian..
dst

PARAF KOORDINASI

Dinas .

Badan .

Kantor .

dst
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3. penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah

dinas.

a. penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dinas

dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;

b. penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dinas

ialam bentuk surat dapat menggunakan gelar;

c. nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional

menggunakan gelar, NIP dan pangkat'

D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan lambang'

2,7 cm 3,8 cm 4cm

Lambang Daerah

Yang tidak menggunakan iambang

STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD'

a. contoh stemPel jabatan'

3,8 cm

4cm

1.

4gq}>.(wI



80

b. stempel sekretariat daerah dan sekretariat dewan'

*

c. stempel satuan kerja perangkat daerah'

d. stemPei kecamatan, kelurahan, desa dan sekretariat desa'

e. stempel unit pelaksana teknis daerah'

ffidruffi
(SETDA)
\-----7 *W
ffir-__-\
.l< \E[ilffiil; -;.,fIZ,€{MD

ffi ffi
* {m.erumnc ) *

\./z

ex"ry

ffi
; @;-arui) *ffi
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f. stempel satuan kerja perangkat daerah untuk keperluan tertentu'

1,8 cm

Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4 : L '

E. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASI(AH DINAS'

1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama

pemerintaf, daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah

3 :4.

a.tulisannamapemerintahd.aerahdenganhurufarial14.
b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial

18.

2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh 1 : Kop naskah d'inas dan bupati'

BUPATI BALANGAN

Jalan Jln. Jend. A. yani Km. 3 paringin zl46zrelplFax. (1526) 2a284a8

0,5 cm



82

Contoh2:KopnaskahdinasSekretariatDewanPemrakilanRakyat
Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

SEKREiARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

Jalan

Contoh 3 : Kop naskah dinas sekretariat daerah'

PEMERINTAH I{ABUPATEN BALANGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan

contoh 4 : Kop naskah dinas satuan Kerja Perangkat Daerah'

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BADAN PERENCATAEN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS CATATAN_SIPIL DAN KEPENDUDUI(AN

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS KESEHATAN

Jaian
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Contoh 5 : KoP naskah dinas kecamatan dan kelurahan'

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARINGIN

Jalan

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARINGIN SELATAN

KELURAHAN BATU PIRING

Jalan

F.BENTUK,UKURANDANIsISAMPULNASI{AHDINAS.

UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama

pemerintah daerah dln tulisan nama satuan kerja perangkat daerah

adalah 3 : 4

a.tulisannamapemerintahdaerahdenganhurufarial14.
b, tulisan nama satuan kerja perangkattaerah dengan huruf arial 18'

Contoh 1 : Kop sampul naskah dinas dan bupati'

(garuda kuning emas)

BUPATI BALANGAN

Ja1an

Kepada
Yth. Sdr.

Stempel di-
rocib'Pos



contoh2:Kopsampulnaskahdinassekretariatdaerahdansekretariat
DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan

Kepada
Yth. Sdr.

Nomor

Stempel di-
Kode Pos

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

SEKRETARIAT DPRD

Jalan

Kepada
Yth. Sdr.

di-

Nomor

Stempel



contoh 3 : Kop sampul naskah dinas satuan kerja perangkat daerah'

PEMERINTAH I(ABUPATEN BALANGAN

DINAS KESEHATAN
Jalan

Nomor
ttlI .-....... I ........./ ..'...

tt

Kepada
Yth. Sdr.

di-Stempel

Kode Pos

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Ialan

Nomor
...... 

.1.....t...1 ...

Stempel

Kepada
Yth. Sdr.

di-
"'xirati'i;os

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BADAN KEPEGASIAIAN DAERAH

Kepada

Nomor Yth. Sdr.

Stempel di-

Kode Pos



contoh 4 : Kop sampul naskah dlnas kecamatan, kelurahan dan desa'

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KECAMATAN PARINGIN SELATAN

Jalan
Teiepon Faks.

Kepada
Yth. Sdr. .

di-
Nomor

Stempel

Kode Pos

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARINGIN SELATAN

KELURAHAN BATU PIRIIVG

Telepon Faks.

Kepada

Nomor Yth. Sdr.

Stempel di-

Kode Pos
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e. BENTUK, UKURAN DAN rsr PAPAN NALA'

1. BENTUK.

Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi

panjang berbentuk segi emPat'

Contoh:

T'KURAAI.

Perbandingan ukuran huruf 3 " 4'

a. ukuran huruf " 3 * untuk tulisan pemerintah kabupaten'

b. ukuran rrurur $ 4 " untuk tulisan nama satuan kerja perangkat

daerah.

2.
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3. BAHAN.

l.Bahanpapanl}amasatuankerjaperangkat-daerah.disesuaikan
dengan kebutuhan d'",,r', misalnya dari bahan kayu, beton,

seng/Plat dan lain sebagainYa'

2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat

menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau

semen dan lain sebagainYa'

Contoh 1 : PaPan nama Kantor BuPati'
#l

K/ANTOR BUPATI BALANGAN

Jalan ..' (kode pos) Telepon """""'

t-

Contoh2:PapannamaSatuanKerjaPerangkatDaerah' :r:l

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERA}I

Jalan

PEMERINTAHKABUPATENBALANGAN
DINAS PEKERJA/AN UMUM

Jalan
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contoh 4 : Papan nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa

_o#atina-n sesuai dengan aslinya.
'l(1&#*L-'-l-{',L, rm Qpfrl o l{al^, }la l

Contoh 5. Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek'

PEMERINTAH KABUPATEH BALANGAN

KECAMATAN BATU PIRING

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

{. KANTOR IIITII

2. BADAN ..,,.....
3. DINAS rrtrrr..r.

Jalan (kode pos)Telepon""""""'

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. StrFtrK EFFENDIE

fi"*Y
{ffY

l'l{lrkum Setda Kab. Balangan,
kum,

ARIN, SH

wk.r (rvlb)
611019 199203 1 002

i.i t4.

ll tL
:)K


